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<i>There has been no research that particularly and comprehensively analyzes state levies policy on fishery
sector in Indonesia, although thisis very important. The minapolitan (fisheries cities) program will support
food sovereignty, at the same time functions as economic growth center in the regions. High state levies will
impede fishery sector productivity, however on the other side, there must be state protection to maintain
environmental sustainability and prevent excessive exploitations of natural resources. The state must also
keep fishery product ruling in its own country by protecting it from the invasion of fishery product imports.
Therefore state levies must be put in a balance position between budgetair (source of state finance) and
regulerend (tools to manage state policy in the economic and socia field) functions. Another newness
offered by this research is the development of ?the cost of taxation? concept into ?the cost of state levies?
concept. The development is grounded by an analysis that Non-Tax State Revenue (PNBP) has similar
characteristics with taxation. In addition, the various state levies eventually cause compliance costs, in the
form of direct money cost, time cost as well as psychological cost.</i>

<hr>Abstrak. Belum ada penelitian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis kebijakan pungutan
negara atas sektor perikanan di Indonesia. Padahal, hal ini sangat penting karena program minapolitan akan
mendukung kedaulatan pangan, sekaligus sebagai growth economic center di daerah. Biaya pungutan negara
yang tinggi akan mendistorsi produktivitas sektor perikanan, namun di sisi lainnya, harus ada proteks
negara untuk melindungi kelestarian lingkungan serta menghindari eksploitasi sumber daya alam yang
berlebihan. Negara juga harus menjadikan produk perikanan berdaulat di negara sendiri dengan menjaga
serbuan impor produk-produk perikanan. Karenaitulah, kebijakan pungutan negara harus ditempatkan
dalam posisi yang selaras antara fungsi budgetair dan regulerend. Kebaharuan lain dari penelitian ini adalah
pengembangan konsepsi cost of taxation menjadi cost of state levies yang dilatari analisis bahwa terdapat
Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang menyerupai karakteristik pgak. Selain itu, beragamnya
pungutan negara pada akhirnya juga akan menimbulkan compliance cost, baik dalam bentuk direct money
cost, time cost maupun psycological cost.
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